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RINGKASAN 

 

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam 

masyarakat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat melalui 

pembuatan akta autentik. Akta autentik ini merupakan alat bukti sempurna 

yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Meskipun Notaris 

memiliki peran penting, pelaksanaan tugasnya tidak selalu berjalan mulus dan 

seringkali dihadapkan pada risiko terkait penyalahgunaan kewenangan atau 

tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, 

sebagai salah satu badan yang memiliki kewenangan terkait pembinaan 

Notaris, menimbulkan pertanyaan penting mengenai sifat dan lingkup 

kewenangannya, khususnya ketika Notaris terlibat dalam dugaan tindak 

pidana. Persyaratan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris ini dirancang 

untuk melindungi Notaris dari intervensi yang tidak semestinya dalam 

menjalankan tugas jabatannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

eksistensi Majelis Kehormatan Notaris pada profesi Notaris. Selain itu untuk 

mengetahui dan menganalisa kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terkait 

Notaris yang terlibat dalam kasus pidana. 

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif 

atau penelitian hukum kepustakaan, Penelitian ini merupakan penelitian yang 

bersifat Preskriptif, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. 

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa Majelis Kehormatan Notaris 

memiliki kewenangan yang bersifat administratif, yang diatur secara spesifik 

dalam Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014. Kewenangan ini termanifestasi dalam 

fungsi memberikan persetujuan atau menolak permintaan persetujuan dari 

penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memanggil Notaris dalam 

rangka pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana. Kedudukan Majelis 
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Kehormatan Notaris sangat krusial dalam melindungi independensi Notaris 

dari intervensi yang tidak proporsional oleh penegak hukum. Proses 

persetujuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanggilan Notaris 

tidak didasarkan pada alasan yang sewenang-wenang atau diluar konteks 

pelanggaran hukum yang jelas. Dalam praktiknya, kewenangan Majelis 

Kehormatan Notaris ini berfungsi sebagai filter awal yang menyeleksi 

permintaan pemanggilan, sehingga menjaga marwah profesi Notaris. 

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini berpotensi menimbulkan 

gesekan atau kendala dalam proses penegakan hukum pidana. Keterlambatan 

dalam pemberian persetujuan atau penolakan yang tidak disertai alasan yang 

memadai dapat menghambat proses penyidikan, penuntutan, atau 

persidangan. Hal ini menyoroti perlunya sinergitas dan koordinasi yang lebih 

baik antara Majelis Kehormatan Notaris dengan aparat penegak hukum agar 

tujuan perlindungan Notaris dapat berjalan selaras dengan prinsip supremasi 

hukum dan pencarian keadilan.  
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